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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2011 NOMOR 7 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

NOMOR  7 TAHUN 2011 
 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG, 

 
Menimbang  :  a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka 
perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;  

 
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 
1959  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997  
Nomor 44,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4400); 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 
Nomor  02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4593) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4577) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor  140, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara RI  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4614);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor  5);  

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 
9).  

 
Dengan Persetujuan Bersama : 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

dan  
BUPATI BANTAENG 

 
MEMUTUSKAN   : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 
 

Pasal    1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula 
berjumlah Rp. 358.044.549.493.00 bertambah sejumlah Rp. 
145.289.541.661,00 sehingga menjadi Rp. 503.334.091.154,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

 
a. Pendapatan  

1).  Semula        Rp.  379.670.499.890,00 
2).  Bertambah   Rp.  101.844.739.711,83  

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp.481.515.239.601,83 
   

b. Belanja  
1) Semula          Rp. 358.044.549.493,00 
2) Bertambah    Rp.  145.289.541.661,00  

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.503.334.091.154,00 
Defisit setelah Perubahan       Rp.    21.818.851.552,17 

c. Pembiayaan : 
1) Penerimaan  

a) Semula        Rp    8.227.500.000,00 
b) Bertambah  Rp. 17.920.887.872,17    

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp. 26.148.387.872,17  
 

2) Pengeluaran  
a) Semula       Rp.   13.379.759.963,00 
b) Berkurang  Rp.      9.050.223.643,00           

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 4.329.536.320,00 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan      Rp.    21.818.851.552,17 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan   Rp.                       0,00 
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Pasal    2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 1 huruf  a  
terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah   
1) Semula      Rp. 15.145.116.712,00 
2) Bertambah Rp.   6.459.685.872,87 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 
Rp.21.604.802.584,87 
 

b. Dana Perimbangan   
1) Semula      Rp.   341.429.793.438,00 
2) Bertambah Rp.     25.855.937.010,96 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan 
Rp.367.285.730.448,96 
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   
1) Semula      Rp.     23.095.589.740,00 
2) Bertambah Rp.     69.529.116.828,00 

Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah 
perubahanRp.92.624.706.568,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah   

1) Semula      Rp.    2.187.430.000,00 
2) Bertambah Rp.       180.350.000,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan      
Rp.2.367.780.000,00 
 

b. Retribusi daerah   
1) Semula      Rp.    6.809.226.712,00 
2) Bertambah Rp.    3.874.112.975,00 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp10.683.339.687,00 
 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan   
1) Semula      Rp.    2.976.900.000,00 
2) Bertambah Rp.       888.340.000,00 

Jumlah hasil penglolaan kekayaan daerah setelah perubahan 
Rp.3.865.240.000,00 
 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
1) Semula       Rp.    3.171.560.000,00 
2) Bertambah Rp.    1.516.882.897,87 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan 
Rp.4.688.442.897,87 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari  jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil   
1) Semula       Rp   23.108.529.038,00 
2) Bertambah  Rp.  20.035.847.090,96 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 43.144.376.128,96 
 

b. Dana alokasi umum   
1) Semula      Rp. 279.419.364.400,00 
2) Bertambah Rp.     5.820.089.920,00 

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan  Rp.285.239.454.320,00 
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c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula   Rp.38.901.900.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.   0,00 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 38.901.900.000,00 
 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah   
1) Semula Rp.          0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.       0,00 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan  
 

b. Dana darurat   
1) Semula Rp.                        0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah dana darurat setelah perubahan     Rp.                       0,00 
 

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya  
1) Semula Rp.    6.850.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.   0,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi  
setelah perubahan Rp.6.850.000.000,00 
 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus   
1) Semula      Rp.    9.778.131.500,00 
2) Bertambah Rp.  68.043.890.500,00 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi 
khusus setelah perubahan  
Rp77.822.022.000,00 
 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya   
1) Semula      Rp.    6.467.458.240.00 
2) Bertambah Rp.    1.485.226.328,00 

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah 
lainnya setelah perubahan Rp.    7.952.684.568,00 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  b terdiri 

dari : 
a. Belanja Tidak Langsung   

1) Semula      Rp. 232.769.509.286,00 
2) Bertambah Rp.     1.540.170.544,00 

Jumlah belanja tidak langsung setelah  
perubahan Rp.234.309.679.830,00 
 

b. Belanja Langsung   
1) Semula       Rp.125.275.040.207,00 
2) Bertambah Rp. 143.749.371.117,00 

Jumlah belanja langsung setelah perubahan      
Rp.269.024.411.324,00 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai   
1) Semula       Rp. 208.147.887.064,00 
2) Bertambah Rp.     1.237.242.788,00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan        
Rp.  209.385.129.852,00 
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b. Belanja bunga   
1) Semula Rp.       138.532.400,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.   0,00 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan           
 Rp. 138.532.400,00 
 

c. Belanja subsidi   
1) Semula Rp.                         0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.  0,00 

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan      Rp.                        0,00 
 

d. Belanja hibah   
1) Semula      Rp.   5.355.000.000,00 
2) Bertambah Rp.   2.061.537.400,00 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan             Rp.7.416.537.400,00 
 

e. Belanja bantuan sosial   
1) Semula     Rp.  5.358.650.000,00 
2) Berkurang Rp.     606.750.000,00 

Jumlah belanja sosial setelah perubahan             
Rp 4.751.900.000,00 

f. Belanja bagi hasil   
1) Semula      Rp.      570.203.622,00 
2) Bertambah Rp.      125.314.028,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan       
 Rp. 695.517.650,00 
 
Belanja bantuan keuangan   

1) Semula      Rp.     11.699.236.200,00 
2) Berkurang  Rp.          277.173.672,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan  
Rp. 11.422.062.528,00 
 

g. Belanja tidak terduga   
1) Semula     Rp.     1.500.000.000,00 
2) Berkurang Rp.     1.000.000.000,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp. 500.000.000,00 
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai   

1) Semula Rp.  20.815.465.000,00 
2) Bertambah Rp.     2.841.319.200,00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan       
 Rp. 23.656.784.200,00 
 

b. Belanja barang dan jasa   
1) Semula Rp.  47.365.722.057,00 
2) BertambahRp.  46.834.063.392,00 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  
Rp. 94.199.785.449,00 
 

c. Belanja modal sejumlah   
1) Semula       Rp.     57.093.853.150,00 
2) Bertambah Rp.     94.073.988.525,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan            
Rp.151.167.841.675,00 
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Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  c 
terdiri dari : 

a. Penerimaan   
1) Semula      Rp.  8.227.500.000,00 
2) BertambahRp.17.920.887.872,17 

Jumlah penerimaan setelah perubahan                 
 Rp. 26.148.387.872,17 

b. Pengeluaran   
1) Semula     Rp.    13.379.759.963,00 
2) Berkurang Rp.      9.050.223.643,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan                
Rp.4.329.536.320,00 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SiLPA) 
1) Semula     Rp.   7.727.500.000,00 
2) BertambahRp. 18.067.603.872,17 

Jumlah SiLPA setelah perubahan                   
Rp. 25.795.103.872,17 
 

b. Pencairan dana cadangan   
1) Semula Rp.                      0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00 
 

c. Hasil penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan   
1) Semula  Rp.                       0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah 
perubahan   Rp.            0,00 
 

d. Penerimaan pinjaman daerah  
1) Semula Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp     0,00 

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.   0,00 
 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman   
1) Semula Rp.      500.000.000,00 
2) Berkurang Rp.  146.716.000,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah 
perubahan  
Rp.  353.284.000,00 

 
f. Penerimaan piutang daerah   

1) Semula Rp.                       0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.0,00 

Jumlah peneriman piutang daerah setelah perubahan    Rp. 0,00 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan   
1) Semula Rp.                       0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp.0,00 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan 
 Rp.   0,00 
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b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah   

1) Semula Rp.  1.000.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00 

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah  
perubahan Rp 1.000.000.000,00 
 

c. Pembayaran pokok utang   
1) Semula    Rp.     12.379.759.963,00 
2) Berkurang Rp.       9.050.223.643,00 

Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah 
perubahan   
Rp. 3.329.536.320,00 
 

d. Pemberian pinjaman daerah   
1) Semula  Rp.                        0,00 
2) Bertambah/Berkurang  Rp. 0,00 

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah 
perubahan Rp.0,00 

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang 
terdiri dari : 
a. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 
b. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

d. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

g. Lampiran VII.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

i. Lampiran VIII  Daftar Pinjaman Daerah. 
 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 
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Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng. 

 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 14 Nopember 2011 
 
BUPATI BANTAENG 
          Cap./ttd. 
H.M. NURDIN ABDULLAH 

 
Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal 14 Nopember 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 
 
 
 
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT 
Pangkat  : Pembina Utama Muda 
NIP          : 19590112 198603 1 016 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN  2011  NOMOR 7 

 


